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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di 

bidang komunikasi yang telah menyebabkan terintegrasi sistem keuangan termasuk 

sistem perbankan yang menawarkan mekanisme lalu lintas dana antar negara yang 

dapat dilakukan dalam waktu yang sangat singkat. Keadaan ini di samping 

mempunyai dampak positif, juga membawa dampak negatif bagi kehidupan 

masyarakat yaitu dengan semakin meningkatnya tindak pidana yang berskala 

nasional maupun internasional, dengan memanfaatkan sistem keuangan termasuk 

sistem perbankan untuk menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul dana hasil 

tindak pidana.

Masalah pencucian uang (money laundering) belakangan ini semakin

mendapat perhatian khusus dari dunia internasional. Perhatian demikian dipicu

dengan semakin maraknya tindak kejahatan ini dari waktu ke waktu, sementara

kebanyakan negara belum menetapkan sistem hukumnya untuk memerangi atau

menetapkannya sebagai kejahatan yang harus diberantas.

Kegiatan pencucian uang mempunyai dampak yang serius terhadap stabilitas 

sistem keuangan maupun perekonomian secara keseluruhan. Tindak pidana pencucian 

uang merupakan tindak pidana multi-dimensi dan bersifat transnasional 

seringkah melibatkan jumlah uang yang cukup besar sehingga perbuatan pencucian

yang
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uang harus dicegah dan diberantas agar intensitas kejahatan yang menghasilkan atau 

melibatkan harta kekayaan yang jumlahnya besar dapat diminimalisasi sehingga

stabilitas perekonomian nasional dan keamanan negara terjaga.

Kejahatan money laundering dapat dikatakan sebagai ancaman eksternal

terbaik bagi bank untuk melindungi diri dariterhadap bank. Oleh karena itu cara

tersebut yaitu berupaya untuk memahami dan mengenal sebaik mungkin 

setiap nasabahnya serta kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan oleh nasabah

ancaman

dimaksud yang berhubungan dengan aktivitas rekeningnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka pencegahan dan 

pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia diperlukan kerja sama 

antara aparat penegak hukum dengan masyarakat. Bentuk kerjasama ini adalah bahwa 

masyarakat berperan sebagai pelapor maupun sebagai saksi. Pelapor dan Saksi inilah 

yang sangat penting dalam membantu pencegahan dan pemberantasan tindak pidana 

pencucian uang di Indonesia. Salah satu bentuk nyata dari kepedulian pemerintah 

terhadap tindak pidana pencucian uang adalah dengan mensahkan Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun

2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang mana Undang-undang tersebut

dirasakan belum memenuhi standar internasional.

Negara Indonesia memang memiliki berbagai faktor yang menguntungkan 

sekali untuk melakukan praktik money laundering. Sorotan-sorotan bahwa kejahatan 

money laundering dalam skala besar semakin meningkat. Asal usul harta kekayaan 

orang-orang tertentu yang merupakan hasil uang haram, semakin sulit diungkap,
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karena metode menyembunyikan atau menyamarkan begitu rapi dan sistematis. 

Orang-orang tertentu yang menikmati uang haram semakin lama semakin banyak, 

karena hukum tampaknya tidak mampu menyentuh.

Di dalam Undang-Undang pencucian uang ini diatur beberapa ketentuan 

tentang perlindungan bagi pelapor dan saksi. Bab khusus untuk itu disediakan 

pengaturannya, yakni Bab VII tentang perlindungan bagi pelapor dan Saksi, yang 

terdiri dari Pasal 39 dan Pasal 40 mengatur mengenai perlindungan khusus kepada 

pelapor. Sedangkan Pasal 41 dan Pasal 42 mengatur perlindungan yang sama kepada 

saksi dalam perkara kejahatan pencucian uang. Undang-Undang ini ternyata 

menganut sistem perlindungan terhadap seseorang yang melaporkan suatu kejahatan 

kepada yang berwenang (Whistle blower). Demikian juga terhadap seseorang yang 

mengetahui suatu perbuatan kejahatan dan dijadikan sebagai saksi dalam kasus 

perbuatan pidana tersebut.

Seseorang yang melaporkan, menginformasikan atau memberitahukan terjadi

dugaan tindak pidana pencucian uang wajib mendapatkan perlindungan khusus oleh

negara supaya terhindar dari ancaman yang membahayakan diri, keluarga dan

hartanya.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis membahasnya dalam bentuk skripsi yang 

berjudul Perlindungan Hukum bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana

Pencucian Uang.
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B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang dibahas dalam skripsi

ini adalah :

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pelapor dan saksi tindak pidana 

pencucian uang berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 

tentang Tindak Pidana Pencucian Uang ?

2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pelapor dan saksi kasus tindak 

pidana pencucian uang menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 

tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ?

C. Ruang Lingkup

Untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang (Money

Laundering) diperlukan suatu kerja sama antara aparat penegak hukum dengan

lapisan masyarakat, dimana masyarakat disini dapat berperan sebagai pelapor

maupun saksi. Peran pelapor maupun saksi sangatlah penting dalam mencegah dan 

memberantas tindak pidana pencucian uang, oleh karena itu merupakan suatu 

kewajiban bagi pengadilan untuk melindungi identitas pelapor maupun saksi dalam 

proses penyelesaian perkara tindak pidana pencucian uang {Money Laundering).

Sehubungan dengan telah diaturnya mengenai perlindungan khusus tersebut, 

diharapkan baik pelapor maupun saksi mendapat jaminan rasa aman dalam 

memberikan keterangannya sehingga proses pengadilan terhadap tindak pidana



5

(.Money Laundering) dapat dilaksanakan dengan baik. Dengan 

demikian diharapkan pelapor dan saksi dapat berpartisipasi aktif dalam upaya 

pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Ruang lingkup penulisan skripsi ini hanya membahas masalah perlindungan 

hukum bagi pelapor maupun saksi tindak pidana pencucian uang menurut Undang- 

Undang Nomor 25 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang- 

Undang Nomor 20 Tahun 2001.

pencucian uang

D. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pelapor dan saksi tindak

pidana pencucian uang berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun

2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

2. Untuk mengetahui Perlindungan Hukum bagi Pelapor dan Saksi menurut

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang

Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
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E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (Librciry research) yang meneliti 

tentang data-data pokok mengenai Perlindungan Hukum Bagi Pelapor dan Saksi

Tindak Pidana Pencucian Uang.

2. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan yaitu;

membaca, menelaah, mengkaji serta membandingkan antara pendapat pakar-

pakar hukum baik dari hukum pidana maupun hukum perdata yang terdapat

dalam literatur-literatur yang mempunyai kaitan dengan permasalahan yang akan

dibahas dalam penelitian ini.

3. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif dan

komprehensif kemudian disimpulkan secara deduktif, yaitu dengan cara menarik 

suatu kesimpulan dari pernyataan yang bersifat umum, sehingga dapat disajikan 

rumusan hasil penelitian tentang perlindungan hukum bagi pelapor dan saksi 

tindak pidana pencucian uang.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku atau literatur- 

literatur peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perlindungan 

hukum bagi pelapor dan saksi tindak pidana pencucian uang (money laundering).
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